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KATA PENGANTAR 

 

Bismilahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
 

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, 

sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program 

dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk 

memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber 

dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satuan Kerja pada 

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Laporan ini 

disusun untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

 Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di 

wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan oleh 63 Satuan Kerja 

(Satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.325.113.000 yang tersebar pada 

64 Program, 157 kegiatan, dan 275 sub kegiatan. Terdiri dari 47 Satker Provinsi 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.325.458.000 dan 10 Sakter 

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.999.655.000. Dalam 

perjalanannya, sebagian besar Satker mengalami rasionalisasi anggaran dengan total 

rasionalisasi mencapai Rp. 117.017.768.000,-  bahkan terdapat 9 satker yang di-nol-

kan anggarannya sehingga sisa anggaran menjadi Rp.274.325.113.000 dengan 

rincian Rp.19.999.655.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-NTB dan Rp.254.325.458.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup 

Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar 

Rp.95.879.543.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 178.445.570.000. 

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya sampai 

triwulan IV secara rata-rata sudah  mencapai 96,72% dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp.265.169.865.032 atau 96,66%, dengan rincian kinerja Satker lingkup 

Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 93,75% dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.17.785.020.868 atau 88,93%, sedangkan kinerja Satker Lingkup Pemerintah 

Provinsi mencapai 97,02% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 247.384.844.164 

atau 97,27% yang terdiri atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana 

dekonsentrasi mencapai 99.09% dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.93.890.804.182 atau 97,93% dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana 

tugas pembantuan mencapai 94,94% dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.153.494.039.982 atau 96,87%.  

Dalam penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan IV ini tidak luput dari 

berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf 

serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi 
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acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada tahun berikutnya. 

Akhirnya, semoga Allah subhanahu wata’ala memberkahi dan senantiasa 

memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua. 

 

Wabillahi taufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mataram,      Januari 2021 
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB 

 
 
 
 

Dr.,Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19660901 199001 1 001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan 

umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan 

yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan 

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

diselenggarakan (Pasal 19) sebagai berikut: 

a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; 

b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau 

kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau; 

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 

 Dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini, pemerintah daerah memiliki 

hak Otonomi daerah Indonesia. Otonomi daerah adalah segala hak, kuasa, 

kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan 

menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, 

diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan 

pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya, 

daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan 

masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat menjadikan komunikasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intens.  Selanjutnya prinsip 
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penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya 

di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas 

pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak 

semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan 

asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang 

tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan 

diotonomkan sekalipun kepada daerah. 

 Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah 

provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil 

Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek 

rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

daerah kabupaten dan kota. 

 Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem 

dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah 

provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 

mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. 

 Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan 

pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus 

didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. 

 Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran 

kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 

di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan 

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang 

memberikan pelimpahan. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan  

administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi 
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Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. 

Ada beberapa kelebihan dari asas dekonsentrasi diantaranya secara politis eksistensi 

dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan 

pemerintah pusat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara 

pemerintah dengan rakyat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat 

mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, 

ekonmi dan administrasi serta dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin 

persatuan dan kesatuan nasional.  Sementara dana tugas pembantuan merupakan 

bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau 

kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang 

diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang 

memberikan penugasan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan 

berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. 

Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan 

tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di 

daerah. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan 

penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban 

Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.  

  

B. DASAR HUKUM 

 Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun 

anggaran 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun 2020; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemeritah Tahun 2020; 

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. 
. 
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C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 

 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan 

pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini 

disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan 

penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih 

mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN 

2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. 

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2020 dapat 

dikelompokkan ke dalam prioritas: 

1. Pembangunan Nasional; dan  

2. Pembangunan Bidang. 

Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam 

Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan 

menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap 

tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan 

penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan 

target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian 

pencapaian sasaran PN secara efektif. 

Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:  

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;  

2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;  

3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;  

4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta  

5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.  

Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020 

diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. 
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1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020 

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di 

tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. 

Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 

 2018 2019* 2020** 

Perkiraan Besaran-besaran Pokok 

Pertumbuhan PDB (%) 5,2 5,3 5,2 – 5,5 

Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 3,13 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 

Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata 14.247 15.000 14.000 – 14.500 

Neraca Pembayaran    

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 6,4 5,5 6,9 – 9,2 

Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 19,5 8,0 7,6 – 9,4 

Cadangan Devisa (USD milar) 120,7 120,9 121,3 – 122,6 

- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah) 6,5 6,4 5,9 – 6,0 

Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 3,0 2,9 2,7 – 2,9 

Keuangan Negara    

Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,24 11,10 10,57-11,18 

Belanja Modal (% PDB) 1,24 1,18 1,43 –1,58 

Subsidi Energi (% PDB) 1,03 0,99 0,82 – 0,83 

Keseimbangan Primer (% PDB) (0,08) (0,13) 0,00 – 0,23 

Surplus/Defisit APBN (% PDB) (1,82) (1,84) (1,75) – (1,52) 

Stok Utang Pemerintah (% PDB) 29,78 30,00 30,10 – 29,40 

Investasi    

Peringkat Indonesia pada EODB 72 73 Menuju 40 

Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,7 7,0 6,9 – 7,3 

Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 721,3 833,0 – 870,0 875,1 – 890,3 

Target Pembangunan    

Tingkat Kemiskinan (%) 9,8 8,5 – 9,5 8,5 – 9,0 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3 4,8 – 5,2 4,8 – 5,1 

Rasio Gini (nilai) 0,389 0,380 – 0,385 0,375 – 0,380 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 71,39 71,98 72,51 
Sumber: RKPD Tahun 2020 

 

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020 

dapat digambarkan dalam skema pada gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 1. Arah Kebijakan Makro Tahun 2020 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019 

 

2. Arah Pengembangan Wilayah 

Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan 

pembangunan kawasan dan daerah-daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan 

terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada 

pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi 

massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan 

pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan 

wilayah dan memperkuat daya saing wilayah.  

Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan 

kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan 

Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi 

Pariwisata Prioritas (DPP). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan 

metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan 

memperluas kerjasama antar daerah yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya 
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dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan 

persampahan. 

Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan 

dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan 

konektivitas yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah yang 

relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pemerataan dilakukan dengan 

membangun dan mengembangkan kawasan yang relatif tertinggal, terdepan dan 

terluar, serta daerah penyangga (hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan 

perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan kepulauan dengan 

memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala 

pengembangan wilayah. 

Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah 

pulau/kepulauan, yaitu: 

a) Wilayah Sumatera; 

b) Wilayah Jawa-Bali,  

c) Wilayah Nusa Tenggara,  

d) Wilayah Kalimantan,  

e) Wilayah Sulawesi,  

f) Wilayah Maluku, dan  

g) Wilayah Papua  

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong 

percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap 

menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali. 

 

Tabel 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019 
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3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata, 

peternakan, perikanan, dan perkebunan; percepatan pembangunan manusia untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemulihan ekonomi pasca bencana 

Nusa Tenggara Barat. 

Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada 

pengembangan klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam 

dan budaya lokal. Pengembangan klaster wisata diharapkan dapat meningkatkan 

skala ekonomi dan sinergi antar daerah. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk 

mendukung pengembangan potensi lain yang dimiliki wilayah ini, antara lain 

peternakan (sapi, kuda), pertanian (padi, jagung), perkebunan (kopi), serta perikanan. 

Penguatan konektivitas, khususnya pelayaran antar pulau dan peningkatan kapasitas 

pelabuhan dan bandara akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan 

arus wisatawan dan distribusi komoditas unggulan. Pengembangan kawasan 

perbatasan dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain diarahkan 

untuk memperkuat kedaulatan dan kebanggaan nasional juga untuk memfasilitasi 

perdagangan antar kedua negara. 

Percepatan pembangunan manusia difokuskan pada peningkatan akses 

rumah tangga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah yang 

berkualitas. Fokus pengembangan pendidikan juga diarahkan untuk menjawab 

kebutuhan atas pendidikan lifeskills dan vokasional untuk menunjang sektor-sektor 

strategis wilayah. 

Wilayah Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan 

perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, 

kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko 

bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui 

peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, 

peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. 

Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata 

nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya 
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pemulihan kembali pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan daerah terdampak 

lainnya akan terus dilanjutkan dan diperkuat. 

Sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 

adalah:  

(i) Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;  

(ii) Mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di 

perdesaan;  

(iii) Memperluas kesempatan kerja; serta  

(iv) Meningkatkan pembangunan manusia,  

Target dari sasaran yang diuraikan di atas dapat ditampilkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019 

1 

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara 

lain pada: 

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Lombok – Mandalika 

(termasuk KEK Mandalika), dan Labuhan Bajo; 

b. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian, perikanan, dan 

peternakan; 

c. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri peternakan, 

perikanan, dan pariwisata; serta 

d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan. 

 

4. Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo - 

Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 
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Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan 

Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) 

struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang 

merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) 

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi 

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan 

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan. 

 

Gambar 2. Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024 

 

Sumber: RKP Tahun 2020 

 

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-

2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 

2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan 

Berkualitas”. 

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2020 

diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, 
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pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. Indikator Pembangunan Tahun 2020 

 

Sumber: RKP Tahun 2020 

 

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka 

arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan 

berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, 

yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk 

mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan 

ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu:  

(1)  Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;  

(2)  Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;  

(3)  Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;  

(4)  Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan  

(5)  Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.  

Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 

beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam 

beberapa Kegiatan Prioritas. 

 

 

Gambar 3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 
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5. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 

2020, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dituangkan dalam 5 Prioritas 

Nasional, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

 

a) Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 

 PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam 

menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan 

teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada 

tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar 

dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta 

penguatan karakter dan kebudayaan. 

 Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber 

daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan 

Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan 

kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. 

 

 

 

 



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 13 

Tabel 5. Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan 
Kemiskinan 

 

Sumber: RKP Tahun 2020 

 

 Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian 

sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan 

dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata 

Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; 

(3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-

Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Revolusi Mental, Pembangunan 

Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa. 

Gambar 4. Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

 
Sumber: RKP Tahun 2020 

 



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 14 

1) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan 

 Pelaksanaan perlindungan sosial masih dihadapkan pada beberapa 

permasalahan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama dari kelompok 

pekerja informal cenderung melambat. Bantuan sosial juga belum sepenuhnya 

menjangkau penduduk yang terkendala dokumen kependudukan seperti 

sebagian penyandang disabilitas dan kelompok yang termarjinalkan. Basis 

Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan pemerintah daerah dalam 

melakukan intervensi terhadap penduduk miskin dan rentan. Selain itu, 

perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi katastropik di 

lapangan juga belum sepenuhnya berkembang. 

 Sasaran dan indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola 

Kependudukan tercantum pada tabel berikut. 

 
Tabel 6. Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola 

Kependudukan 

NO SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial 

 a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program 
perlindungan sosial 

% 71,8 78,7 79,5 85 

 b. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang 
memperoleh bantuan sosial pemerintah 

% 64,4 65,2 68 70 

2 Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan 

 Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 

% 96,9 93,8 98 100 

3 Meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan 

 a. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas % N/A 14,98 14,0 13,0 

 b. Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia % 13,10 12,29 12,0 11,0 
Sumber: RKP Tahun 2020 

 

 Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan 

diwujudkan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan 

pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan 

Peningkatan Kepesertaan Mandiri; (2) Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat 

Sasaran; (3) Kesejahteraan Sosial; (4) Penguatan Sistem Layanan Terpadu 

dan Pendampingan; (5) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; 

dan (6) Integrasi Sistem Admistrasi Kependudukan. 



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 15 

 Sasaran masing-masing KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata 

Kelola Kependudukan sebagaimana tabel berikut. 

 
Tabel 7. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata 

Kelola Kependudukan 

NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA 

1 Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

Dengan Peningkatan 

Kepesertaan Mandiri 

Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan 

  a. Persentase penduduk 

yang tercakup dalam 
program JKN 

85 % Pusat  Kemenkes 

 Kemenko PMK 

  b. Jumlah Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) Jaminan 

Kesehatan Nasional dari 

40 persen penduduk 
berpendapatan terbawah 

107,2 
Juta 

Jiwa 34 Provinsi  Kemenkes 

 Kemensos 

 Kemenko PMK 

  c. Persentase pekerja yang 

tercakup dalam program 

Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan 

35 % Pusat  Kemenko PMK 

 KKP 

 Kemenaker 

2 Bantuan Sosial dan 

Subsidi Tepat 
Sasaran 

Meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh 

penduduk miskin dan rentan 

  a. Jumlah keluarga penerima 
manfaat (KPM) yang 

memperoleh bantuan 
Program Keluarga Harapan 

(PKH 

10 juta KPM 34 Provinsi 

Kemensos 
  b. Jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) 

yang memperoleh 
Bantuan Pangan melalui 

Kartu Sembako Murah 

15,6 
juta 

KPM 34 Provinsi 

  c. Jumlah siswa miskin SD, 

SMP, SMA/SMK yang 
memperoleh bantuan 

pendidikan melalui Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) 

17,9 

juta 

Orang 34 

Provinsi 

Kemendikbud 

  d. Jumlah siswa miskin 

MI/MTs/MA /Ula/ 
Wustha/Ulya/ SDTK 

/SMPTK/ SMAK/ SMTK 
yang memperoleh bantuan 

pendidikan melalui KIP 

2,2 juta Orang 34 

Provinsi 

Kemenag 

  e. Jumlah kepala keluarga 
Miskin dan tidak mampu 

sesuai dengan data 
terpadu yang memperoleh 

subsidi listrik daya 450 VA 
dan 900 VA 

31,4 
juta 

KPM 34 Provinsi 

 Kemen ESDM 

 Kemensos 

  f. Jumlah kepala keluarga 

yang memperoleh subsidi 
elpiji 3 kg 

31,4 

juta 

KPM 34 Provinsi 
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NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA 

  g. Jumlah mahasiswa 

penerima bantuan 
Bidikmisi 

536.763 Orang 34 

Provinsi 
 Kemenristekdikti 

 Kemenag 

3 Kesejahteraan 
Sosial 

Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial 

  a. Jumlah penyandang 
disabilitas yang memiliki 

akses terhadap layanan 

pendidikan dasar 

325.000 Jiwa 34 
Provinsi 

 Kemendikbud 

 Kemenag 

  b. Jumlah K/L dan Pemda yang 

memperkerjakan 
penyandang disabilitas 

10 K/L dan 

Pemda 

34 

Provinsi 
 Kemendagri 

 Kemen PANRB 

 BKN 

  c. Jumlah perusahaan swasta 
yang mempekerjakan 

penyandang disabilitas 

500 Perusahaan 34 
Provinsi 

Kemenaker 

  d. Jumlah penyandan 

disabilitas yang 
mendapatkan bantuan 

kesejahteraan sosial 

45.000 Jiwa 34 

Provinsi 

Kemensos 

  e. Jumlah literasi khusus bagi 
penyandang disabilitas 

Netra 

47.000 Eksemplar Pusat Kemensos 

  f. Jumlah lanjut usia yang 

mendapatkan bantuan 
kesejahteraan sosial 

30.200 Jiwa 34 

Provinsi 

Kemensos 

  g. Jumlah keluarga Komunitas 

Adat yang memperoleh 
pemberdayaan 

2.500 Kepala 

Keluarga 

22 

Provinsi 

Kemensos 

  h. Jumlah orang dengan 
HIV/AIDS yang memperoleh 

rehabilitasi sosial 

1.300 Jiwa 34 
Provinsi 

Kemensos 

4 Penguatan Sistem 

Layanan Terpadu Dan 
Pendampingan 

Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk 

  a. Jumlah Kabupaten /Kota 

yang melakukan verifikasi 
validasi data terhadap 

penduduk miskin dan rentan 

420 Kab/Kota 34 

Provinsi 

Kemensos 

  b. Jumlah Daerah yang 

menyelenggarakan Sistem 
Layanan dan Rujukan 

Terpadu 

180 Kab/Kota 34 

Provinsi 

Kemensos 

  c. Jumlah daerah yang 

mengesahkan peraturan 

terkait dengan penerapan 
SPM 

508 Kab/Kota 34 

Provinsi 
 Kemendagri 

 Kemendikbud 

 Kemenkes 

 Kemensos 

 Kemen PUPR 

 Pemda 

  d. Jumlah pendamping yang 
memperoleh Pelatihan 

Pertemuan Peningkatan 
Kemampuan Keluarga 

15.000 Pendamping 34 
Provinsi 

Kemensos 

  e. Jumlah potensi sumber 
kesejahteraan sosial yang 

memperoleh pemberdayaan 

di tingkat kecamatan dan 
desa 

13.201 Pendamping 34 
Provinsi 

Kemensos 
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NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA 

  f. Jumlah desa yang 

memperoleh pendampingan 
pada proses perencanaan 

dan pelaporan pembangunan 
desa 

74.957 Desa 33 Provinsi Kemendes PDTT 

  g. Jumlah SDM Kesejahteraan 
Sosial yang telah 

dikembangkan profesinya 

30.000 Pendamping 34 
Provinsi 

 Kemensos 

 Kementan 

  h. Jumlah lembaga 
kesejahteraan sosial yang 

terakreditasi 

3.000 Lembaga 34 
Provinsi 

Kemensos 

  i. Jumlah konselor Adiksi yang 

memperoleh pelatihan 

3.000 Jiwa 34 

Provinsi 

Kemensos 

5 Percepatan Cakupan 

Administrasi 
Kependudukan 

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan 

  a. Persentase cakupan 

kepemilikan akta kelahiran 
pada penduduk usia 0–17 

tahun 

92 % Pusat  Kemendagri 

 Kemen PPPA 

 MA 

  b. Persentase cakupan 

kepemilikan akta kematian 
atas peristiwa kematian di 

fasilitas kesehatan 

20 % Pusat  Kemendagri 

 Kemenkes 

  c. Persentase cakupan 
kepemilikan buku nikah dan 

akta perkawinan bagi 
pasangan yang menikah 

20 % Pusat  Kemendagri 

 Kemenag 

 MA 

  d. Persentase cakupan 
kepemilikan akta 

perceraian bagi pasangan 

yang sudah bercerai 
 

20 % Pusat  Kemendagri 

 Kemenag 

 MA 

6 Integrasi Sistem 
Administrasi 

Kependudukan 

Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan 

  Jumlah K/L yang 

mengintegrasikan data 

dengan data administrasi 
kependudukan berbasis NIK 

41 K/L Pusat  Kemendagri 

 BPS 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

2) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

 Status kesehatan masyarakat membaik, namun masih dihadapkan 

pada beberapa tantangan. Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi 

stunting masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan 

malaria) masih tinggi serta faktor resiko penyakit tidak menular, seperti 

obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan 

meningkat. Selain itu, kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses 

pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan. 
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 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan 

pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya 

promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

 

Tabel 8. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 
Kesehatan 

NO SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 

1 Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat 

 a. Prevalensi stunting/ pendek dan sangat pendek pada 
balita 

% N/A 30,8 24,8 27,10 

 b. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-

23 bulan 

% N/A 57,9 N/A 64 

 c. Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita % 10,6 10,2 9,5 8,08 

 d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Per wanita usia 

subur (15-49 tahun) 

2,28 2,13 2,11 2,10 

 e. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern 
(Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 

% 57,20 N/A 61,36 61,78 

 f. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) % 10,60 N/A 9,00 8,60 

2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular 

 a. Insidensi HIV Per 1.000 
penduduk yang 

tidak terinfeksi 
HIV 

 

0,24 0,24 0,23 0,21 

 b. Insidensi TB Per 100.000 

penduduk 

319 316 313 272 

 c. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun % N/A 9,1 N/A 9,1 

 d. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi 

malaria 

Kabupaten/Kota 272 285 300 315 

3 Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas 

 a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama 

terakreditasi 

% 26 44 53 60 

 b. Persentase rumah sakit terakreditasi % 53 60 70 75 

 c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan 
sesuai standar 

% 19,02 23 29,34 35 

 d. Persentase puskesmas tanpa dokter % 16,31 15 13 12 

 e. Persentase obat yang memenuhi syarat % N/A 80,9 94 82,8 

 f. Persentase makanan yang memenuhi syarat % N/A 71 90,1 74 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

dilakukan melalui 5 (lima) KP, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, 

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan 

Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) 
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Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan 

Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. 

 Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu 

Pelayanan Kesehatan seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 9. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu 
Pelayanan Kesehatan 

NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA 

1 Peningkatan Kesehatan 
Ibu, Anak, Keluarga 

Berencana (KB), dan 

Kesehatan Reproduksi 

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi 

  a. Persentase persalinan di fasilitas 

kesehatan 

87 % 34 Provinsi Kemenkes 

  b. Persentase kunjungan neonatal 86 % 34 Provinsi Kemenkes 

  c. Jumlah fasilitas kesehatan yang 
mendapat jaminan ketersediaan 

alat dan obat kontrasepsi 

18.786 Fasilitas 
Pelayanan 

Kesehatan 

34 Provinsi BKKBN 

2 Percepatan 
Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat 

  a. Persentase ibu hamil kurang energi 

kronik (KEK) 

16 % 34 Provinsi 
 Kemenkes 

 Kementan 

 Kemendagri 
  b. Persentase bayi usia kurang dari 6 

bulan mendapat ASI Eksklusif 

40 % 34 Provinsi 

3 Peningkatan 
Pengendalian 

Penyakit 

Meningkatnya pengendalian penyakit 

  a. Cakupan penemuan dan 

pengobatan TBC (TBC treatment 
coverage 

80 % 34 Provinsi Kemenkes 

  b. Jumlah kabupaten/kota yang 
mencapai API kurang dari 1 per 

1.000 penduduk 

466 Kabupaten 
/Kota 

466 
Kabupaten 

/Kota 

 

  c. Jumlah kabupaten/kota yang 
memiliki cakupan deteksi dini 

faktor resiko PTM minimal 80% 

52 Kabupaten 
/Kota 

N/A 
 

  d. Pekerja yang mendapatkan 

peningkatan pelayanan kualitas 
kesehatan di tempat kerja 

3.000 Pekerja Pusat Kemenaker 

  e. Persentase orang dengan 

HIV/AIDS yang menjalani terapi 
ARV (ODHA on ART) 

23 %  Kemenkes 

4 Penguatan Gerakan 
Masyarakat Hidup 

Sehat (Germas) 

Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular 

  a. Persentase desa/kelurahan stop 

buang air besar sembarangan (SBS) 

40 % 34 

Provinsi 
 Kemenkes 

 Kemendikbud 

 Kemenag 

 Kemendagri 

 K/L terkait lainnya 

  b. Persentase kabupaten/kota yang 
menerapkan kebijakan Germas 

30 % 34 
Provinsi 

  c. Persentase kabupaten/kota sehat 20 % 34 
Provinsi 
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NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA 

  d. Jumlah pekerja yang mendapatkan 

peningkatan pelayanan kualitas 
kesehatan di tempat kerja 

2.500 Pekerja Pusat Kemenaker 

5 Penguatan Sistem 
Kesehatan dan 

Pengawasan Obat dan 
Makanan 

Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan 

  a. Jumlah tenaga kesehatan pada 

penugasan khusus secara individu 

4.386 Orang 27 

Provinsi 

Kemenkes 

  b. Persentase puskesmas dengan 

ketersediaan obat esensial 

86,6 % 34 

Provinsi 

  c. Jumlah kabupaten/kota yang telah 

melakukan perbaikan tata kelola 
pembangunan kesehatan 

85 Kabupaten 

/Kota 

10 

Kabupaten 
/Kota 

  d. Persentase sampel makanan yang 
diperiksa sesuai standar dan 

memenuhi syarat 

75 % 34 Provinsi BPOM 

  e. Persentase sampel obat, obat 
tradisional, kosmetik dan suplemen 

kesehatan yang diperiksa sesuai 
standar dan memenuhi syarat 

78 % 34 Provinsi 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

3) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan 

Pengembangan IPTEK-Inovasi 

 Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu 

diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di 

seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan 

melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kelembagaan satuan 

pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan literasi. 

Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah 

di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, selain 

itu perlu juga dilakukan penyediaan afirmasi pendidikan dalam rangka 

mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk 

usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Sementara itu, 

peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi 

agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia 

yang berdaya saing di era knowledge economy saat ini. 

 Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Pemerataan Layanan 

Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah 
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meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, dengan indikator dan target 

seperti terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 10. Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan 
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

 Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan 

Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi disusun dengan 

mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang 

dilaksanakan menjadi lebih efektif seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 11. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan 
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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4) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan 

 Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sudah mencapai satu digit, yaitu 

9,82 persen dan kembali turun pada September 2018 menjadi 9,66 persen atau 

sebanyak 25,67 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan. Meskipun terus 

menurun, permasalahan lainnya adalah masih tingginya penduduk rentan yang 

mudah untuk jatuh miskin kembali. Upaya membuat mereka berdaya secara 

ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga 

tidak bergantung hanya kepada bantuan pemerintah.  

 Sasaran dan indikator PP Pengentasan Kemiskinan tercantum pada 

tabel berikut. 

 
Tabel 12. Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan 

 

Sumber: Susenas Maret 2018 (diolah Bappenas) 

 

 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan diwujudkan melalui empat 

KP, yaitu: (1) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga; (2) Keperantaraan 

Usaha dan Dampak Sosial; (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro; 

dan (4) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. 

 Sasaran masing-masing KP dari PP Pengentasan Kemiskinan disusun 

dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang 

dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini. 
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Tabel 13. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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5) Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan 

Prestasi Bangsa 

 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan 

sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-

bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi 

dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan dan sikap mental merupakan 

penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin 

pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos 

kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih 

merupakan karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk meningkatkan 

prestasi bangsa. PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan 

Prestasi Bangsa pada tahun 2020 akan diarahkan untuk mencapai sasaran 

sebagaimana disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 14. Sasaran dan Indikator PP Revolusi Mental, Pembangunan 

Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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 PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa 

dijabarkan dalam 7 (tujuh) KP, yaitu: (1) Revolusi Mental dan Pembinaan 

Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Penguatan 

Moderasi Beragama; (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas; 

(5) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) 

Peningkatan Kualitas Keluarga; dan (7) Peningkatan Prestasi Olahraga. 

Sasaran masing-masing KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan 

Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 15. Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan 
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

b) Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 

 Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan 

penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan 

infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan 

bencana, keberlanjutan, dan pemerataaan antar wilayah menjadi perhatian khusus 

untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi 

pengarusutamaan transformasi digital. 

Sasaran dan indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 16. Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 

 

 Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan utama yang 

dihadapi pada tahun 2020 serta untuk mencapai sasaran PN Infrastruktur dan 

Pemerataan Wilayah, 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1) 

Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur 

Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas 

Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan 

Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital. 

 

Gambar 5. Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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1) Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar 

 Sasaran dan indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 17. Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan 
Pelayanan Dasar 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

 PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui 

4 (empat) KP (1) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, 

Aman, dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang 

Layak dan Aman; (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; dan (4) 

Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah. Sasaran masing-

masing KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar adalah 

sebagaimana pada tabel berikut. 
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Tabel 18. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur 
dan Pelayanan Dasar 
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 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 42 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

2) Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan 

Ketahanan Bencana 

 Sasaran dan indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal 

dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 19. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur 
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

 PP Penguatan Infrastuktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan 

Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu (1) Aksesibilitas Daerah 

Tertinggal; (2) Ketahanan Kebencanaan Infrastuktur; (3) Pembangunan 

Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa, dan (4) Percepatan Pembangunan Papua 

dan Papua Barat. Sasaran masing-masing KP dan PP Penguatan Infrastuktur 

Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada tabel. 

 

Tabel 20. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur 
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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3) Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda 

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 

 Sasaran dan indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan 

Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel 21. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas 
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung 

Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP yaitu: (1) Konektivitas 

Transportasi Jalan; (2) Konektivitas Transportasi Kereta Api; (3) Konektivitas 

Transportasi Laut; (4) Konektivitas Transportasi Udara; dan (5) Konektivitas 

Transportasi Darat. Sasaran masing-masing KP dari PP peningkatan 

Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 

adalah sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 22. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas 
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

4) Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 23. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan 
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PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) 

KP yaitu: (1) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel; (2) 

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan; (3) Infrastruktur 

Jalan Perkotaan; (4) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan 

Aman di Perkotaan; (5) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman 

Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan; (6); Energi Berkelanjutan untuk 

Perkotaan; dan (7) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan. Sasaran 

masing-masing KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah 

sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 24. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur 
Perkotaan 
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5) Program Prioritas Transformasi Digital 

Sasaran dan indikator PP Transformasi Digital dapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 25. Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital 

 

 

PP Transformasi Digital dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) 

Penuntasan Infrastruktur TIK; (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan (3) 

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. Sasaran masing-masing KP dari PP 

Transformasi Digital sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 26. Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital 
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c) Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan 

Kerja 

 Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan 

Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, 

komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, 

kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun 

2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan 

pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi 

struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit 

neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya 

ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Sasaran PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 

tahun 2020 meliputi 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel 27. Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi 
dan Kesempatan Kerja 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan 

dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan 

UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; 

(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) 

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing 

Ekonomi. 

 

Gambar 6. Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan 
Kesempatan Kerja 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

1) Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM 

Sasaran dan indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dapat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 28. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM akan dilakukan melalui 4 KP 

yaitu: (1) Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha 

Menengah Besar; (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha; (3) 

Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi; dan (4) 

Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha. Sasaran masing-masing KP dari PP 

Penguatan Kewirausahaan dan UMKM seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 29. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan 
Kewirausahaan dan UMKM 
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2) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil 

dan Industrilisasi  

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di 

Sektor Riil dan Industrilisasi dapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 30. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan 
Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan 

Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 KP, yaitu: (1) Peningkatan Industri 

Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir; (2) Peningkatan Industri Berbasis 

Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir; (3) Peningkatan Produktivitas dan 

Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi 

Hulu-Hilir; (4) Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, 

Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok; (5) 

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital; (6) 

Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (7) Peningkatan Hilirisasi 

Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan 

Industri Terutama di Luar Jawa; dan (8) Pengembangan Industri Halal. 

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi 

di Sektor Riil dan Industrialisasi seperti pada tabel berikut. 

 
Tabel 31. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai 

Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

3) Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan 

Penciptaan Lapangan Kerja  

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan 

Penciptaan Lapangan Kerja terdapat pada tabel berikut. 
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Tabel 32. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas 
Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 
PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan 

Kerja dilaksanakan melalui 4 KP, yaitu: (1) Peningkatan Peran dan Kerja Sama 

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha; (2) Peningkatan 

Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Peningkatan 

Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan 

Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 33. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan 
Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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4) Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan 

Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi 

dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terdapat pada tabel. 

 

Tabel 34. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah 
Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui 7 KP, yaitu: (1) 

Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan 

Jasa; (2) Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; (3) Peningkatan 

Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi; (4) 

Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound 

Dan Outbound); (5) Pengelolaan Impor; (6) Peningkatan Pengadaan 

Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan (7) Peningkatan 

Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif.  

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai 

Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 35. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
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 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 74 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

5) Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi 

Sasaran dan indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya 

Saing Ekonomi terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 36. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya 
Saing Ekonomi 

 

Sumber: Kementerian Pariwisata; LPI World Bank; Cetak Biru Sislognas. 

 

PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi 

dilaksanakan melalui 6 KP, yaitu: (1) Peningkatan Pendalaman Sektor 

Keuangan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; 

(3) Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; (4) Peningkatan 

Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan; (5) Peningkatan 

Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, 

Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital; dan (6) Reformasi 

Fiskal. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan 

Daya Saing Ekonomi seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 37. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya 
Saing Ekonomi
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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d) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup 

 PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk 

menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di 

dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan 

untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa 

permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan, 

Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan dalam 

menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang aman, 

berkualitas dan bernutrisi; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya 

pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya 

tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5) 

meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim 

yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan 

berketahanan bencana masih belum optimal. 

Sasaran dan indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan 

Hidup terdapat pada tabel berikut. 

 
Tabel 38. Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan 

Lingkungan Hidup 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka 

perlu dilaksanakan Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran PN Ketahanan 

Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Program Prioritas dalam PN Ketahanan 

Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan 

Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan 

Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan 

Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas 

Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.  

 

Gambar 7. Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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1) Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas 

Konsumsi Pangan 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan 

Kualitas Konsumsi Pangan terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 39. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan 
Kualitas Konsumsi Pangan 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 

dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan 

pada Gambar 4.44, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi, 

Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan; (2) Peningkatan 

Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian; (3) Peningkatan Produksi dan 

Produktivitas Perikanan dan Produk Laut; (4) Peningkatan Produktivitas dan 

Kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pertanian; (5) Peningkatan Produktivitas 

dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian; serta (6) Tata Kelola Sistem 

Pangan Nasional. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan 

Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ditunjukkan sebagaimana 

pada tabel berikut. 
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Tabel 40. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, 
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

2) Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan 

Aksesibilitas Air dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 41. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan 
Aksesibilitas Air 

 

Sumber: a) LKj KLHK, 2018, b) RKP 2019. 
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PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dilaksanakan 

melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 

4.47, yaitu: (1) Penataan Kawasan Hutan (2) Pemeliharaan, Pemulihan, dan 

Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya; (3) Optimalisasi Pemanfaatan 

Waduk Multiguna; (4) Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan 

Teknologi (Smart Water Management); (5) Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi; 

serta (6) Citarum Harum.  

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas 

dan Aksesibilitas Air adalah sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel 42. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas 
dan Aksesibilitas Air 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

3) Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan 

Peningkatan EBT 

Sasaran dan indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan 

Mengutamakan Peningkatan EBT dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 43. Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan 
Mengutamakan Peningkatan EBT 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan 

EBT dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Akselerasi 

Pembangunan Energi Terbarukan; (2) Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik; 

(3) Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas; serta (4) Peningkatan 

Implementasi Efisiensi Energi; (5) Pengembangan Industri Pendukung EBT. 

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi 

dengan Mengutamakan Peningkatan EBT adalah sebagaimana pada tabel 

berikut. 
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Tabel 44. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi 
dengan Mengutamakan Peningkatan EBT 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

4) Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 45. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan melalui 

4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Pencegahan Pencemaran dan 

Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan 

Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) 

Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup; serta (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA 

dan Lingkungan Hidup. Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas 

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 46. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

5) Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana 

Sasaran dan indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 47. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat) 

Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi 
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Bencana; (2) Penguatan Peringatan Dini Bencana; (3) Penguatan Manajemen 

Kedaruratan; serta (4) Percepatan Pemulihan Pascabencana. Sasaran 

masing-masing KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana adalah 

sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel 48. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana 

 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

e) Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 

 PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan 

terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan 

dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) 

di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang 

optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan keamanan 

siber. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1) 

dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti 

aksi terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan 

Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama 

pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya 
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praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknya peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika; serta (6) gangguan keamanan siber. 

Sasaran dan indikator Prioritas Nasional ini adalah sebagaimana tercantum 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 49. Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 

 

Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; c) Kementerian Luar Negeri 

 

Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh 

5 (lima) PP, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi 

Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan 

dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan 

Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; serta (5) Penanggulangan Narkotika dan 

Penguatan Kamtibmas. 
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Gambar 8. Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

1) Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan 

Sasaran dan indikator PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 50. Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional 

 

Sumber: a) Kemenhan dan Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Penguatan Kemampuan Pertahanan diwujudkan melalui 3 (tiga) KP 

yaitu: (1) Peningkatan Kekuatan Pertahanan; (2) Penguatan Kemandirian 

Pertahanan; (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan 
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Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. Sasaran masing-masing 

KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan seperti tabel berikut. 

 

Tabel 51. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan 
Pertahanan 

 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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2) Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama 

Pembangunan Internasional 

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama 

Pembangunan Internasional terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 52. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan 
Kerjasama Pembangunan Internasional 

 

Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas; 

 

PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan 

Internasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Penguatan Diplomasi 

Politik-Keamanan dan Perbatasan; (2) Penguatan Perlindungan WNI di Luar 

Negeri; serta (3) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional. Adapun 

rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Diplomasi Politik dan 

Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana terdapat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 53. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik 
dan Kerjasama Pembangunan Internasional 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

3) Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 

Sasaran dan indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti 

Korupsi  terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 54. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya 
Anti Korupsi 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi diwujudkan 

melalui lima KP, yaitu: (1) Penataan Regulasi; (2) Perbaikan Peradilan Perdata 

untuk Kemudahan Berusaha; (3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan 

Pendekatan Keadilan Restoratif; (4) Penguatan Upaya Anti Korupsi; serta (5) 

Penataan Biaya Politik. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP 

Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut. 

Tabel 55. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan 
Upaya Anti Korupsi 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

4) Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan 

Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, 

Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 56. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme, 
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 

 

Sumber: a) GTI, 2019; b) International Telecommunication Union (ITU), 2018 (diolah); c) Polri, 2019; 
d)Bakamla, 2019 

 

PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan 

Penguatan Keamanan Laut diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) 

Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; (2) Penguatan Ketahanan dan 

Keamanan Siber; dan (3) Penguatan Keamanan Laut. Adapun rincian sasaran 

masing-masing KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan 

Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 57. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme, 
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 

 

5) Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas 

Sasaran dan indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan 

Kamtibmas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 58. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan 
Penguatan Kamtibmas 

 

Sumber: a) BNN 2018, b) BNN 2019 (diolah), c) Statistik Kriminal 2018, d) Bareskrim Polri 2019 

 

PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas diwujudkan 

melalui 2 (dua) KP yaitu: (1) pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi 

penyalahgunaan narkotika; dan (2) peningkatan pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP 



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 112 

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 59. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan 
Penguatan Kamtibmas 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 
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BAB II  
PELAKSANAAN APBN PADA 

PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN 
KABUPATEN/KOTA SE-NTB  

TAHUN 2020 
 

 
 

 Pada tahun 2020 dana APBN yang diberikan terdiri dari dana Dekonsentrasi 

dan dana Tugas Pembantuan. Jumlah total dana APBN yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota baik dana Dekonsentrasi dan dana 

Tugas Pembantuan untuk triwulan IV sebesar 274.325.113.000  dan telah terealisasi 

hingga per 31 Desember  sebesar Rp. 265.169.865.032. atau 96,66% dengan 

capaian fisiknya sebesar 96,72% dimana fokus kegiatan semua sudah selesai atau 

sudah dalam pemanfaatan. Pagu dekonsentrasi untuk triwulan IV sebesar Rp. 

95.879.543.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 93.890.804.182 atau 97,93% 

dengan capaian fisiknya sebesar 99,09%. Dan pagu untuk tugas pembantuan 

sebesar Rp. 178.445.570.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 171.279.060.850 atau 

95,98% dengan capaian fisiknya sebesar  94,35%.  Dan ada 1 Satker yang belum 

ada pagu dan realisasinya di Aplikasi E-Monev Bappenas yaitu Satker dengan Kode 

418273 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk 

lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi dana APBN Tahun 2020  untuk 

Triwulan IV dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 60. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi 
NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB 

NO JENIS 
PAGU 

RASIONALISASI 
REALISASI 

% 

KEUANGAN FISIK 

A APBN TOTAL 274.325.113.000 265.169.865.032 96,66 96,72 

1 Dekonsentrasi 95,879.543.000 93.890.804.182 97,93 99,09 

2 Tugas Pembantuan 
 

178.445.570.000 
 

171.279.060.850 95,98 
 

94,35 
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NO JENIS 
PAGU 

RASIONALISASI 
REALISASI 

% 

KEUANGAN FISIK 

    
  

   

B PROVINSI NTB 254.325.458.000 247.384.844.164 97,27 97,02 

1 Dekonsentrasi 95,879.543.000 93.890.804.182 97,93 99,09 

2 Tugas Pembantuan 
 

158.445.915.000 
 

153.494.039.982 96,87 
 

94,94 

    
  

   

C 
KABUPATEN / 
KOTA 

19.999.655.000 17.785.020.868 
 

88,93 
 

93,75 

1 Dekonsentrasi - -         -     

2 Tugas Pembantuan 

 
19.999.655.000 

 
17.785.020.868 

 88,93 

 
93,75 

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah) 

 

 

A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB 

 Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB diselenggarakan melalui 2 

kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh 47  

Satuan Kerja pada Triwulan IV  ini. Pagu  untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat  

sebesar Rp. 254.325.458.000, dengan realisasi sebesar Rp. 247.384.844.164,- atau 

97,27 % dengan capaian fisiknya sebesar 97,02%. Untuk Pagu  Dekonsentrasi yang 

diberikan pada  triwulan IV   sebesar Rp.95.879.543.000 yang dilaksanakan oleh 39 

Satuan Kerja dengan realisasinya sebesar Rp. 93.890.804.182 atau sebesar 97,93 % 

dengan  capaian fisiknya sebesar 99,09%, sedangkan pagu Tugas Pembantuan 

sebesar Rp. 158.445.915.000 yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja dengan 

realisasinya sebesar Rp. 153.494.039.982 atau sebesar 96,87 %  dengan  capaian 

fisiknya sebesar 94,94%. Untuk Satker pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pencapaian fisiknya melebihi dari target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 171,83%. 

  Penurunan pagu pada pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB 

akibat masih adanya revisi anggaran dan dan ada anggaran yang di Nol kan untuk  

penanganan penanggulangan  pandemic Covid-19. Untuk jelasnya capaian realisasi 

APBN tahun 2020 pada Triwulan IV pada Pemerintah Provinsi NTB dapat dilihat 

dalam bentuk Tabel dibawah ini. 



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 116 

 

Tabel 61. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan IV pada Pemerintah 
Provinsi NTB 

NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

  PAGU REALISASI % 

A DINAS KESEHATAN 
         

7,468,317,000  
          

6,857,950,201  
            

91.83  

 
94,84 

 

1 DK 230003 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
992,990,000  

902,766,231 90.91 
 

100.00 

2 DK 239000 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

2,281,900,000 2,228,964,050 97.68 
 

94.67 

3 DK 239005 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

440,168,000         398,116,800  90.45 
 

100.00 

4 DK 239006 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
3,188,348,000  

 
2,817,439,120 

 
88.37 

 
99.36 

5 DK 239007 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
244,258,000  

             
233,727,900  

 
95.69 

 
100.00 

6 DK 239008 DINAS KESEHATAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
320,653,000  

             
276,936,100  

 
86.37 

 
75.00 

B BAPPEDA 
             

425,577,000  
             

363,642,066  
            

85.45  
      

100.00  

7 DK 230020 BAPPEDA PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
425,577,000  

             
363,642,066  

 
85.45 

      
100.00  

C DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
         

2,981,206,000  
          

2,883,845,320  
            

96.73  
      

99,08 

8 DK 235221 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
340,899,000  

             
333,618,320  

 
97.86 

 
100.00 

9 DK 239065 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
166,369,000  

             
166,160,840  

 
99.87 

 
100.00 

10 DK 239066 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

 
1,804,778,000 

          
1,717,401,360  

 
95.16 

 
94.50 

11 DK 239067 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
326,392,000  

             
325,807,500  

 
99.82 

 
100.00 

12 DK 239068 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
112,455,000  

             
111,204,300  

 
98.89 

 
100.00 

13 DK 239069 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROV. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
230,313,000  

             
229,653,000  

 
99.71 

 
100.00 

D DINAS KETAHANAN PANGAN 
       

12,329,969,000  
       

12,266,859,140  
 

99.49 

        
77.78  
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NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

  PAGU REALISASI % 

14 DK 239220 DINAS KETAHANAN 
PANGAN PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

       
12,329,969,000  

       
12,266,859,140  

 
99.49 

 
77.78 

E DINAS KOPERASI UKM 
         

2,169,017,000  
          

2,163,570,000  
 

99.75 

      
100.00  

15 DK 230046 DINAS KOPERASI 
USAHA KECIL DAN 
MENENGAH PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

         
2,169,017,000  

          
2,163,570,000  

 
99.75 

 
100.00 

F DINAS PARIWISATA 
               

29,050,000  
               

29,050,000  

 
100.0

0 

      
100.00  

16 DK 400595 DINAS PARIWISATA 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

               
29,050,000  

               
29,050,000  

 
100.0

0 

      
100.00  

G 

DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PEMERINTAHAN 
DESA KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

       
22,237,057,000  

       
22,077,145,636  

 
99.28 

      
100.00  

17 DK 350333 DINAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
PEMERINTAHAN DESA 
KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
PROVINSI NTB 

       
22,237,057,000  

       
22,077,145,636  

 
99.28 

 
100.00 

H 

DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGEDALIAN PENDUDUK 
DAN KB 

             
420,000,000  

             
419,940,000  

 
 

99.99 

      
100.00  

18 DK 230044 DINAS 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGEDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
420,000,000  

             
419,940,000  

 
99.99 

       
100.00  

I DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
         

3,781,097,000  
          

3,716,850,200  
98.30 

      
100.00  

19 DK 230071 DINAS PEMUDA DAN 
OLAHRAGA PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

         
3,781,097,000  

          
3,716,850,200  

 
98.30 

       
100.00  

J 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PTSP 

             
333,084,000  

             
326,191,219  

 
97.93 

      
171.83  

20 DK 230024 DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU PROVINSI 
NTB 

             
333,084,000  

             
326,191,219  

 
97.93 

       
171.83  

K DINAS PERDAGANGAN 
             

840,831,000  
             

750,564,700  
 

89.26 

        
95.00  



  
 

 

 Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 118 

NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

  PAGU REALISASI % 

21 DK 239029 DINAS PERDAGANGAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
256,782,000  

             
236,108,200  

 
91.95 

 
100.00  

22 DK 239077 DINAS PERDAGANGAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
584,049,000  

             
514,456,500  

 
88.08 

      
  90.00  

L DINAS PERINDUSTRIAN 
         

2,054,563,000  
          

2,035,032,815  
 

99.05 

      
100.00  

23 DK 239033 DINAS 
PERINDUSTRIAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
2,054,563,000  

          
2,035,032,815  

 
99.05 

      
100.00  

M 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 

             
483,097,000  

             
473,331,200  

 
97.98 

      
100.00  

24 DK 230038 DINAS 
PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

             
483,097,000  

             
473,331,200  

 
97.98 

      
100.00  

N 
DINAS PERTANIAN DAN 
PERKEBUNAN 

     
138,389,900,000  

     
133,421,876,520  

 
96.41 

        
92.43  

25 DK 239009 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
3,149,265,000  

 
3,079,335,340 

 
97.78 

      
  83.33  

26 DK 239011 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
1,872,480,000  

          
1,816,755,240  

 
97.02 

 
100.00 

27 DK 239071 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
6,351,577,000  

    6,284,023,005   
98.94 

        
98.50  

28 DK 239072 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
1,071,195,000  

          
1,059,573,475  

 
98.92 

      
100.00  

29 DK 239224 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

       
13,715,346,000  

       
13,494,964,151  

 
98.39 

        
83.33  

30 TP 239126 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

       
79,154,825,000  

 
75,751,204,637 

 
95.70 

      
100.00  

31 TP 239127 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
3,687,547,000  

          
3,040,652,140  

 
82.46 

        
66.67  

32 TP 239128 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

       
12,521,425,000  

       
12,502,482,083  

 
99.85 

      
100.00  

33 TP 239133 DINAS PERTANIAN 
DAN PERKEBUNAN 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

       
16,866,240,000  

       
16,392,886,449  

 
97.19 

      
100.00  

O DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 
       

15,161,416,000  
       

14,807,865,550  
 

97.67 

        
96.43  
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NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

  PAGU REALISASI % 

34 TP 239129 DINAS PETERNAKAN 
DAN KESEHATAN 
HEWAN PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

       
13,692,416,000  

       
13,347,812,550  

 
97.48 

        
92.86  

35 TP 239135 DINAS PETERNAKAN 
DAN KESEHATAN 
HEWAN PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

         
1,469,000,000  

          
1,460,053,000  

 
99.39 

      
100.00  

P  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR 
       

31,054,462,000  
       

30,998,949,123  
 

99.82 

      
100.00  

36 TP 239234 DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN 
PENATAAN RUANG 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

       
21,250,418,000  

       
21,230,694,500  

 
99.91 

      
100.00  

37 TP 239237 DINAS PEKERJAAN 
UMUM PROVINSI NTB 

         
9,804,044,000  

          
9,768,254,623  

 
99.63 

      
100.00  

Q DINAS SOSIAL 
         

8,195,076,000  
          

7,907,930,499  
 

96.50 

      
100.00  

38 DK 230017 DINAS SOSIAL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
121,660,000  

             
103,690,000  

 
85.23 

      
100.00  

39 DK 239020 DINAS SOSIAL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
1,323,074,000  

          
1,312,459,600  

 
99.20 

      
100.00  

40 DK 239021 DINAS SOSIAL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
289,200,000  

             
235,580,000  

 
81.46 

      
100.00  

41 DK 239023 DINAS SOSIAL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
4,398,062,000  

          
4,203,282,749  

 
95.57 

      
100.00  

42 DK 418854 DINAS SOSIAL 
KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
200,000,000  

             
198,774,350  

 
99.39 

      
100.00  

43 DK 418974 DINAS SOSIAL 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

         
1,863,080,000  

          
1,854,143,800  

 
99.52 

      
100.00  

R 
DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

         
5,971,739,000  

          
5,884,249,975  

 
98.53 

      
100.00  

44 DK 239028 DINAS TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 
PROV. NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
472,012,000  

             
419,538,975  

 
88.88 

      
100.00  

45 DK 239225 DINAS TENAGA KERJA 
PROV. NUSA 
TENGGARA BARAT 
(13) 

         
4,841,708,000  

          
4,827,551,800  

 
99.71 

      
100.00  

46 DK 239916 DINAS TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

             
506,638,000  

             
486,433,800  

 
96.01 

  
100.00 

47 DK 418273 DINAS TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 
PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 

 
151,381,000 

             
150,725,400  

 
99.57 

      
100.00  
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NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

  PAGU REALISASI % 

PEMERINTAH PROVINSI 
 

254,325,458,000 247,384,844,164  97.27 
97,02 

 

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah) 

 

 
B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  

 Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Provinsi NTB pada Triwulan IV sebesar Rp. 19.999.655.000 dengan realisasi sebesar 

Rp. 17.785.020.868 atau 88,93 %  dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75% yang 

dilaksanakan oleh 10 Kabupaten,  dengan 16 Satuan Kerja. Pada Triwulan IV ini ada 

penambahan  enam Kabupaten/Kota  yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten  

Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima dan 

Kota Mataram melalui Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan alokasi 

pagu sebesar Rp. 11.650.000.000. Hanya Kabupaten Lombok Tengah Satker Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan tidak ada realisasinya, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk pencapaian fisiknya pada Kabupaten/Kota 

semuanya sudah mencapai 100% dan sudah dimanfaatkan. 

 

 Adapun capaian realisasi dari pelaksanaan APBN (Tugas Pembantuan) pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV (30 

Desember) dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 62. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan IV pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB  

NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

 PAGU REALISASI % 

KABUPATEN LOMBOK BARAT    3,413,390,000  
       

2,934,415,400  
85.97  100.00  

1 TP 239242 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN KAB. LOMBOK 
BARAT 

               
110,000,000  

               
99,977,000  90.89 

      
100.00  

2 TP 239243 DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN LOMBOK 
BARAT 

               
653,390,000  

             
628,903,400  96.25 

      
100.00  

3 TP '230159 'DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN LOMBOK 
BARAT 

           
2,650,000,000  

          
2,205,535,000  

 
83.23 

      
100.00  

KABUPATEN LOMBOK TENGAH     1,542,890,000  
         

537,865,900  
34.86   50.00  
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NO 
KODE 

SATKER 
NAMA SATKER 

KEUANGAN FISIK 
(%) 

 PAGU REALISASI % 

4 TP 239248 DINAS TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI KAB. 
LOMBOK TENGAH 

               
542,890,000  

             
537,865,900  

 
99.07 

      
100.00  

5 TP '230243 'DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH 

           
1,000,000,000  

                                 
-    

 
0.00 

               
-    

KABUPATEN LOMBOK TIMUR     2,852,300,000  
       

2,701,597,900  
94.72 100.00  

6 TP 230340 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN KAB. LOMBOK 
TIMUR 

               
140,000,000  

             
126,055,400  

 
90.04 

      
100.00  

7 TP 239253 DINAS PERTANIAN KAB. 
LOMBOK TIMUR 

               
212,300,000  

 
204,982,500 

 
96.55 

      
100.00  

8 TP '239259 'DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR 

           
2,500,000,000  

          
2,370,560,000  

 
94.82 

      
100.00  

KABUPATEN SUMBAWA     1,812,211,000  
       

1,729,085,635  
95.41 

 
100.00  

9 TP 230574 DINAS SOSIAL 
KABUPATEN SUMBAWA 

           
1,071,440,000  

          
1,042,879,900  

 
97.33 

      
100.00  

10 TP 230576 DINAS PERTANIAN 
KABUPATEN SUMBAWA 

               
740,771,000  

             
686,205,735  

 
92.63 

      
100.00  

KABUPATEN BIMA 
           

4,878,864,000  
          

4,813,615,793  
98.66 

      
100.00  

11 TP 230459 DINAS SOSIAL 
KABUPATEN BIMA 

               
882,440,000  

             
881,405,700  

 
99.88 

      
100.00  

12 TP 239050 DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN KAB BIMA 

           
3,609,970,000  

          
3,574,052,493  99.01 

      
100.00  

13 TP 350329 DINAS NAKERTRANS KAB. 
BIMA 

          
386,454,000  

             
358,157,600  

92.68 
      
100.00  

KABUPATEN LOMBOK UTARA 
           

1,500,000,000  
          

1,415,676,000  
94.38 

      
100.00  

14 TP '280831 'DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN LOMBOK 
UTARA 

           
1,500,000,000  

      
1,415,676,000  

 
94.38 

      
100.00  

KOTA BIMA     2,500,000,000  
       

2,405,461,221  
96.22 

 
100.00  

15 TP '235229 'DINAS KOPERASI 
PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN KOTA 
BIMA 

           
2,500,000,000  

       
2,405,461,221  

96.22 

      
100.00  

KOTA MATARAM     1,500,000,000  
       

1,247,303,019  
83.15 100.00  

16 TP '235157 'DINAS PERDAGANGAN 
KOTA MATARAM 

           
1,500,000,000  

      
 1,247,303,019  

 
83.15 

      
100.00  

      PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA 

  
 19,999,655,000  

    
  17,785,020,868  

 
88.93 

   
93.75  

TOTAL 274,325,113,000   265,169,865,032  96.66  96.47  

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah) 
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BAB III  
PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 Pelaksanaan APBN Tahun 2020 hingga Triwulan  IV (31 Desember ) baik pada   

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah selesai dan 

dimanfaatkan. Total dana APBN yang diberikan sebesar Rp. 274.325.113.000  dan 

yang telah terealisasi sebesar Rp. 265.169.865.032  atau hanya 96,66%. Pada 

Pemerintah Provinsi NTB dana APBN sebesar Rp. 254.325.458.000 dan telah 

terealisasi sebesar Rp. 247.384.844.164 atau 97,27%  yang terdiri dari (1) Dana 

Dekonsentrasi sebesar  Rp. 95.879.543..000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 

93.890.804.182  atau 97,93%  dan (2) Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 

158.445.915.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 153.494.039.982 atau 96,87%. 

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB jumlah dana APBN (Tugas Pembantuan) 

yang dikelola sebesar Rp. 19.999.655.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 

17.785.020.868 atau 88.93%.  

  

 Capaian realisasi dari pelaksanaan dana APBN Tahun 2020 hingga Triwulan 

IV (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) secara umum sudah selesai dan 

dimanfaatkan disebabkan beberapa hal antara lain: 

1. Sudah selesai  dalam tahap pelaksanaan fisiknya dan  administrasi pengelola 

keuangan pada Satuan Kerja dan pelaksanaan administrasi lainnya; 

2. dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sudah tidak ada kategori  

Blokir (sudah pencairan).  

3. Sudah adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / 

Lembaga yang memberikan dana APBN; 

4. Masih adanya revisi anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

akibat  recofusing program/kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi 

Covid-19. 
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5. Ada beberapa Satker yang anggarannya di Nol kan sehingga tidak bisa 

melanjutkan Program dan Kegiatannya. 

 

 

B. SARAN 

 Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada 

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan 

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan 

Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan 

administrasi dan petunjuk teknis yang diperlukan secara terjadwal dengan 

pemanfaatan teknologi informasi (video conference) maupun media lainnya; 

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DJPB Kementerian Keuangan 

Provinsi NTB terkait dengan administrasi keuangan; 

3. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB 

melakukan pemantauan dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah 

kerja masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait; 

4. Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan 

kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan 

maupun BAPPEDA melalui aplikasi yang telah disediakan secara rinci baik dalam 

penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan 

berupa foto dan video secara up to date sehingga memudahkan dalam proses 

monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 


